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ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERANTASAN DBD DAN TINGKAT 
KEBERHASILAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANNYA DI PUSKESMAS 
WILAYAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 
 
Penyakit DBD merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang jumlah 
penderitanya cenderung meningkat, dan penyebarannya semakin luas, serta sering menimbulkan 
kejadian luar biasa dan kematian. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan program 
pemberantasan DBD dan tingkat keberhasilan pencegahan dan pengendaliannya di Puskesmas 
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan 
analisis deskriptif  kuantitatif dan dilengkapi dengan kualitatif. Populasi penelitian adalah seluruh 
petugas kesehatan yang memegang program DBD dan kesehatan lingkungan serta dokumen 
pelaksanaan program pemberantasan DBD. Sampel penelitian menggunakan teknik total sampling, 
sebanyak 28 responden dan dokumen pelaksanaan program pemberantasan DBD di 14 Puskesmas. 
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa dari 7 pelaksanaan program pemberantasan DBD yang 
seharusnya dilaksanakan, ada 3 program yang secara keseluruhan tidak dilaksanakan yaitu 
pemantauan jentik berkala setiap 3 bulan sekali (100%), promosi kesehatan DBD rutin (100%) dan 
program lintas sektoral dalam pembentukan kelompok kerja DBD (100%). Sedangkan tingkat 
keberhasilan pencegahan dan pengendalian DBD menunjukkan bahwa ada 9 Puskesmas yang 
dinyatakan tidak berhasil (64,3%). Saran peneliti supaya setiap Puskesmas melaksanakan program 
yang belum dijalankan dan menyempurnakan program yang telah dijalankankan terutama 
menggerakan masyarakat dalam  kegiatan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin setiap 1 bulan 
sekali, dan melaksanakan abatisasi massal secara merata di wilayah kerjanya setiap 3 bulan sekali. 
 
Kata kunci: Pelaksanaan program, keberhasilan pencegahan dan pengendalian, DBD. 
 
DHF is a public health problem in Indonesia that the number of sufferers is likely to increase, 
and spread more widely, and often lead to extraordinary events and death. This study aimed to 
analyze of implementation of the dengue eradication program, and level of the success of 
prevention and control of DHF  at the public health center of Region of Kotawaringin Barat 
District. This type of research is observational research with descriptive analysis of 
quantitative and equipped with qualitative. The study population was all healthcare workers 
who hold the DHF program and environmental health program and the documents of 
implementation of dengue eradication programs. The research sample using total sampling 
technique, as many as twenty eigth respondens and documents of implementation of dengue 
eradication programs in fourteen health centers. The results showed that of the seven 
implementation of eradicate dengue programs should be carried out, there are three programs 
as a whole is not implemented, namely the program of  larva monitoring periodically once 
every three months (100%), program of health promotion of DHF routine (100%), and 
program of sectoral formation of the working group of DHF (100%). While the success rate of 
prevention and control of dengue indicates that there are nine health centers were declared 
unsuccessful (64.3%). The researchers suggest that every health center implemented programs 
that have not been executed and enhance programs that have been implemented, especially 
mobilize the communities in mosquito eradication activities regularly ones every month, and 
conduct mass abatisasi evenly in the working area once every three months. 
 




Sekitar 2,5 milyar manusia yang merupakan 2/5 dari penduduk dunia mempunyai risiko 
tinggi tertular Demam Dengue (DD). Setiap tahunnya sekitar 50 sampai 100 juta penderita 
dengue dan 500.000 penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) dilaporkan World Health 
Organization (WHO) di seluruh dunia, dengan jumlah kematian sekitar 22.000 jiwa, terutama 
anak-anak. Dan sekitar 2,5 sampai 3 milyar manusia yang hidup di 112 negara tropis dan 
subtropis berada dalam keadaan terancam infeksi dengue (Soedarto, 2012). 
Penyakit DBD merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang 
jumlah penderitanya cenderung meningkat, dan penyebarannya semakin luas terutama 
menyerang anak-anak, serta sering menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kematian. Hal 
ini disebabkan karena masih banyak daerah endemik yang merupakan sumber penyebaran 
penyakit ke wilayah lain. Penyakit DBD mempunyai perjalanan yang cepat dan sering fatal, 
karena masih banyak pasien yang meninggal akibat penanganan yang terlambat (Widoyono, 
2011). 
Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) tahun 
2015, kasus DBD sudah menjadi masalah endemis 112 kabupaten, 605 kecamatan, dan 1.800 
desa/kelurahan di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyakit DBD hampir terjadi 
sepanjang waktu setiap tahun di berbagai wilayah Indonesia. Pada tahun 2012 sebanyak 90.245 
kasus, dengan angka kesakitan (Incidence Rate/IR) 37,27% per 100.000 penduduk. Pada tahun 
2013 sebanyak 112.511 kasus, dengan angka kesakitan (IR) 45,85% per 100.000 penduduk dan 
angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) 0,77%. Kemudian pada tahun 2014 tercatat sebanyak 
433 kabupaten/kota (85%) terjangkit DBD dari 514 kabupaten/kota yang ada, dengan jumlah 
kasus DBD sebanyak 100.347 kasus (turun sebesar 10,8% dari tahun 2013). Adapun kasus DBD 
pada tahun 2015 sampai dengan bulan Juni sebanyak 48.480 kasus, dengan kematian sebanyak 
872 orang (CFR1,8%), di antaranya 9 provinsi pada triwulan 1 tahun 2015 yang mengalami 
peningkatan kasus DBD, dan beberapa wilayah mengalami KLB DBD, seperti Jawa Timur, 
Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan 
Riau (Kemenkes RI, 2015). 
Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan DBD adalah dengan 
pembentukan kader Juru Pemantau Jentik (Jumantik) di berbagai tempat (Sari, dkk., 2012). 
Adapun tugas kader Jumantik selama ini adalah memantau keberadaan jentik di rumah-rumah 
penduduk dan memberikan abate sebagai solusi untuk memberantas jentik, namun abate masih 
dianggap kurang efektif sebagai bahan kimia. Keefektifan abate akan berkurang bahkan hilang 
bila masyarakat menguras bak mandi atau tempat penampungan air, dan abate memiliki batas 
ampuh selama 3 bulan, sehingga perlu ditambah atau diganti. Apabila Jumantik selalu aktif, 
maka akan mempengaruhi tingginya Angka Bebas Jentik (ABJ), dan tingginya ABJ akan 
mempengaruhi tidak adanya kasus DBD (Taviv, 2010). 
Menurut penelitian yang dilaksanakan oleh Bahtiar (2012), strategi pengendalian DBD 
meliputi pertama, membudayakan gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di masyarakat. 
Kedua, meningkatkan peran Kelompok Kerja (Pokja) dalam memobilisasi dan memberdayakan 
masyarakat. Ketiga, meningkatkan komitmen dan peran serta aktif pimpinan daerah, tokoh 
agama, dan tokoh masyarakat. Keempat, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas 
kesehatan, kader, dan masyarakat. Kelima, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada 
masyarakat tentang upaya pengendalian demam berdarah secara berkesinambungan. 
Penelitian yang dilakukan Mariyati (2014), menunjukan bahwa ada banyak faktor yang 
mendukung dan menghambat kegiatan pelaksanaan program pemberantasan vektor DBD, antara 
lain kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat, pola musiman, pemberian bubuk abate 
yang tidak sesuai dosis dan frekuensinya (1 gram bubuk abate untuk 10 liter air), keterbatasan 
tenaga yang dimiliki Puskesmas dan faktor biaya. 
Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2006, kegiatan 
dalam pemberantasan DBD akan berhasil dengan baik, apabila upaya PSN dengan kegiatan 
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menguras, menutup, dan mengubur dan atau mendaur ulang sampah (3M) yang bisa menjadi 
tempat sarang nyamuk, yaitu dilaksanakan secara sistimatis dan berkesinambungan dengan 
gerakan serentak oleh berbagai tatanan, serta menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan 
bahan alami pengusir nyamuk, obat nyamuk (bakar atau oles), menggunakan kelambu, dan 
menata ruangan rumah sehingga dapat mengubah perilaku masyarakat dan lingkungan menjadi 
lebih baik. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), bahwa salah satu ujung tombak 
pelayanan kesehatan yang melaksanakan fungsi Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) adalah 
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan salah satu bagian dari UKM Puskesmas adalah 
program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P3) yang salah satu kegiatannya yaitu 
melaksanakan program pemberantasan DBD. Dimana pelayanan kesehatan  yang diberikan oleh 
Puskesmas kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan 
pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem (Permenkes RI. No. 75 tahun 2014). 
Survei pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2015 di Kabupaten 
Kotawaringin Barat, bahwa Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan wilayah 
endemis DBD. Kasus DBD selalu ada setiap tahunnya dengan angka kesakitan yang sifnifikan 
dari tahun 2012 hingga     2015, dan disertai dengan adanya kematian setiap tahunnya. 
Berdasarkan data dari bagian Penanggulangan Masalah Kesehatan (PMK) Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kabupatan Kotawaringin Barat, kasus DBD tersebut tersebar di 15 unit Puskesmas 
yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, di antaranya 12 Puskesmas dengan status endemis 
dan 3 Puskesmas dengan status sporadis. Puskesmas dengan status endemis yaitu, Puskesmas 
Arut Selatan, Puskesmas Mendawai, Puskesmas Madurejo, Puskesmas Natai Palingkau, 
Puskesmas Kumai, Puskesmas Sungai Rangit, Puskesmas Pandu Senjaya, Puskesmas Pangkalan 
Lada, Puskesmas Karang Mulya, Puskesmas Arut Utara, Puskesmas Kotawaringin Lama, dan 
Puskesmas Riam Durian. Sedangkan Puskesmas dengan status sporadis, yaitu Puskesmas 
Kumpai Batu Atas, Puskesmas Teluk Bogam, dan Puskesmas Semanggang (Bagian PMK Dinkes 
Kotawaringin Barat, 2015). 
Pada tahun 2012 kasus DBD di Kabupaten Kotawaringin Barat memasuki fase KLB, yaitu 
ditandai dengan adanya kematian dan kenaikan rata-rata kejadian DBD sebanyak 26 penderita 
tahun 2012, yaitu 3 kali lebih besar dari rata-rata tahun 2011 sebanyak 8 penderita. Kejadian 
DBD selama 4 tahun (2012 hingga 2015),  yaitu tercatat pada tahun 2012 sebanyak 224 kasus 
dengan kematian 2 orang (CFR 0,89%), pada tahun 2013 sebanyak 456 kasus dengan kematian 2 
orang (CFR 0,44%), pada tahun 2014 sebanyak 126 kasus dengan kematian 3 orang (CFR 
2,38%), dan pada tahun 2015 sebanyak 310 kasus dengan kematian 1 orang (CFR 0,32%), yaitu 
terjadi peningkatan kasus dari tahun 2014 terutama wilayah kerja Puskesmas Madurejo 120 
kasus, Puskesmas Kumai 86 kasus, Puskesmas Natai Palingkau 32 kasus, dan Puskesmas Arut 
Selatan 22 kasus (Bagian PMK Dinkes Kotawaringin Barat, 2015). 
Berkenaan dengan pelaksanaan program pemberantasan DBD yang dilakukan oleh 
Puskesmas, dan berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 22 
November 2015 di 2 Puskesmas, yaitu Puskesmas Kotawaringin Lama dan Puskesmas Sungai 
Rangit, pelaksanaan program pemberantasan DBD tidak dilaksanakan dengan manajemen 
program yang terencana. Pelaksanaan program pemberantasan DBD dilaksanakan apabila terjadi 
adanya kasus DBD saja, di Puskesmas Kotawaringin Lama data mengenai pelaksanaan program 
pemberantasan DBD seperti data Penyelidikan Epidemiologi (PE), data jumlah rumah yang 
dilakukan Fogging Focus (FF), data jumlah rumah yang dilaksanakan Abatisasi Selektif (AS), 
data jumlah rumah yang melaksanakan PSN, data tentang kegiatan Promkes DBD, dan data 
kegiatan Lintas Sektoral (LS) DBD tidak terdapat di Puskesmas tersebut, dan hanya memiliki 
data tentang laporan kader Jumantik dan laporan per triwulan tentang hasil pemantauan jentik. 
Sedangkan di Puskesmas Sungai Rangit, data mengenai pelaksanaan program pemberantasan 
DBD seperti data jumlah rumah yang dilakukan FF, data tentang kegiatan Promkes DBD, dan 
data kegiatan LS DBD juga tidak terdapat di Puskesmas tersebut, dan hanya memiliki data 
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mengenai PE, data pelaksanaan pemeriksaan jentik oleh kader Jumantik, data hasil Angka Bebas 
Jentik (ABJ) tahun 2015, data AS, dan data PSN yang tidak lengkap, serta data jumlah penderita 
DBD setiap tahunnya. Berdasarkan keterangan pemegang program DBD di 2 Puskesmas 
tersebut, tidak terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) atau pun Petunjuk Pelaksanaan 
(Juklak) tentang pelaksanaan program pemberantasan DBD baik yang dibuat oleh Puskesmas 
atau pun yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
(Kepmenkes RI) no. 581/Menkes/VII/1992, tentang pemberantasan penyakit DBD. Penelitian ini 
bertujuan melakukan “analisis pelaksanaan program pemberantasan DBD dan tingkat 
keberhasilan pencegahan dan pengendaliannya di Puskesmas Wilayah Kabupaten Kotawaringin 
Barat”. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan analisis deskriptif kuantitatif 
dan dilengkapi dengan kualitatif. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 April sampai dengan 9 
Mei 2016 di Puskesmas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan status endemis dan 
sporadis. Populasi penelitian adalah seluruh petugas kesehatan yang memegang program DBD, 
dan program kesehatan lingkungan, serta dokumen pelaksanaan program pemberantasan DBD. 
Sedangkan sampel sebanyak 28 responden dan dokumen pelaksanaan program pemberantasan 
DBD di 14 Puskesmas, dengan menggunakan teknik sampling yaitu total sampling dengan 
analisis data secara deskriptif kuantitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1.   HASIL 
Berikut akan disajikan hasil penelitian yang terdiri dari demografi responden dan 
analisis univariat. Data demografi responden terdiri dari tabel karakteristik responden 
berdasarkan usia, pendidikan, pemegang program, dan lama memegang program.  
Sedangkan analisis univariat terdiri dari distribusi frekuensi tabel pelaksanaan kegiatan 
program pemberanatasan DBD, dan tabel observasi data program pemberanatasan DBD, 
serta tabel tingkat keberhasilan pencegahan dan pengendalian DBD.  




















Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa bahwa paling banyak berusia rata-rata 20 sampai 
dengan 35 tahun (50%). Distribusi responden berdasarkan pendidikan terakhir 
Variabel Jumlah (∑) Persentase (%) 
Umur 
20-35 tahun 14 50.0 
36-50 tahun 11 39.3 
> 50 tahun 3 10.7 
Tingkat pendidikan 
SPK 4 14.3 
Diploma 20 77.4 
Sarjana 4 14.3 
Pemegang program 
DBD 14 50.0 
Kesling 14 50.0 
Lama memgang program 
< 1   tahun 3 10.7 
1-5   tahun 10 35.7 
6-10 tahun 9 32.1 
> 10 tahun 6 21.4 
Total 28 100 
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menunjukkan bahwa paling banyak berpendidikan rata-rata diploma (71,4%). Distribusi 
responden berdasarkan pemegang program menunjukkan bahwa pemegang program DBD 
(50%)  dan pemegang program kesling (50%). Sedangkan distribusi responden 
berdasarkan lama memegang program menunjukkan bahwa paling banyak rata-rata selama 
1 - 5 tahun (35,7%). 
Tabel 2.   Distribusi Frekuensi Pelaksanaan  SOP/ Juklak/Juknis, PE, dan Surveilens DBD, 















s menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP/Juklak/Juknis DBD sebagian besar pelaksanaan 
program pemberantasan DBD tidak sesuai dengan SOP/Juklak/juknis program 
pemberantasan DBD (71,4%). Sedangkan distribusi responden berdasarkan wawancara PE 
dan surveilens DBD menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksanaan kegiatan PE 
dilakukan (71,4%), dan sebagian besar pelaksananan surveilens tidak dilakukan (57,1%). 
Sedangkan pelaksanaan PSN menunjukkan bahwa sebagian besar tidak dilakukan (85,7%). 













Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa distribusi respoden berdasarkan pelaksanaan 
PJB menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak dilakukan (100%). Demikian juga 
distribusi responden berdasarkan pelaksanaan Promkes menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan tidak dilakukan (100%) dan distribusi pelaksanaan lintas sektoral  secara 







Pelaksanaan kegiatan Jumlah (∑) Persentase (%) 
Standar operasional prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis 
Tidak dilakukan 20 71.4 
Dilakukan  8 28.6 
Penyelidikan Epidemiologi 
Tidak dilakukan 8 28.6 
Dilakukan  20 71.4 
Surveilens DBD 
Tidak dilakukan 16 57.1 
Dilakukan  12 42.9 
Pemberantasan Sarang Nyamuk 
Tidak dilakukan      24       85.3 
Dilakukan         4       14.7 
Pelaksanaan kegiatan Jumlah (∑) Persentase (%) 
Pemantauan Jentik Berkala 
Tidak dilakukan 28 100.0 
Dilakukan  0 0 
Promosi Kesehatan DBD 
Tidak dilakukan 28 100.0 
Dilakukan  0 0 
Lintas Sektoral DBD 
Tidak dilakukan 28 100.0 
Dilakukan  0 0 
Total 28 100 
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Tabel 4. Distribusi Frekuensi Keseluruhan Pelaksanaan Program Pemberantasan DBD 










Tabel 4 di atas merupakan gambaran pelaksanaan program pemberantasan DBD di 
Puskesmas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yang menunjukkan bahwa 
terdapat 3 program yang tidak dilakukan secara keseluruhan yaitu  Pemantauan jentik 
berkala 3 bulan 1 kali (100%), Promosi kesehatan rutin DBD (100%), dan Lintas sektoral 
DBD dalam pembentukan Pokja DBD (100%). 
Tabel 5. Distribusi Frekuensi Observasi Data SOP/Juklak/Juknis, PE, PSN, AS, dan FF, 


































Program pemberantasan DBD Dilaksanakan Persentas (%) Tidak  Persentase (%) 
 SOP/Juklak/Juknis DBD 8 28,6 20 71,4 
 PE 20 71,4   8 28,6 
 Surveilens DBD 12 42,9 16 57,1 
 PSN rutin 4 14,3 24 85,7 
 PJB 3 bulan 1 kali 0   0,0 28       100 
 Promkes rutin DBD 0   0,0 28        100 
 LS Pokja DBD  0   0,0 28        100 
Data observasi Jumlah (∑) Persentase (%) 
Data standar operasional prosedur, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis DBD 
Tidak Ada 10 71,4 
Ada  4 28,3 
Data Penyelidikan Epidemiologi 
Tidak ada 11 78,6 
Ada  3 21,6 
Data Pemberantasan Sarang Nyamuk pada saat PE 
Tidak ada 3 21,4 
Ada  11 78,6 
Data Abatisasi Selektif 
Tidak ada 3 21,4 
Ada  11 78,6 
Data Fogging Fokus 
Tidak ada 14 100,0 
Ada  0 0 
Data Pemberantasan Sarang Nyamuk Rutin 
Tidak ada 12 85,7 
Ada  2 14,3 
Data surveilens  DBD   
Tidak ada 14 100,0 
Ada 0 0 
Data Pemantauan Jentik Berkala 
Tidak ada    14     100,0 
Ada       0         0 
Data Promosi Kesehatan DBD 
Ada   14    100,0 
Tidak ada     0        0 
Data Lintas Sektoral DBD 
Ada   14    100,0 
Tidak ada     0        0 
Total         14          100 
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Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas tidak memiliki data 
SOP/Juklak/Juknis DBD (71,4%), sebagian besar Puskesmas memiliki data kegiatan PE 
(78,6%), hasil selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian besar Puskesmas memiliki data 
PSN saat pelaksanaan PE (78,6%), sebagian besar Puskesmas memiliki data AS yang 
dilakukan saat PE (78,6%), dan secara keseluruhan Puskesmas tidak memiliki data yang 
berhubungan dengan FF (100%). Data PSN rutin setiap bulan sebagian besar tidak dimiliki 
Puskesmas (85,7)%, data surveilens DBD dan data PJB menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan tidak dimiliki Puskesmas (100%). Demikian juga observasi data Promkes 
DBD dan data lintas sektoral DBD secara keseluruhan tidak memiliki Puskesmas (100%).  
Tabel 6. Nilai indikator tingkat Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian DBD di 
Puskesmas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 
Puskesmas Indikator Tingkat Keberhasilan Hasil Program yang 
Dilaksanankan 
PE PSN AS FF ABJ IR  CFR Jumlah Kategori 
1 100% 100% 100% - 92,92% 0,46% 0% 4 T 
2 100% 100% 100% X 97,40% 0,46% 0% 6 B 
3 83,1% 24,68% 24,68% - 63,30% 0,16% 1,30% 0 T 
4 54,24% 38,14% 38,14% - 83,30% 0,28% 0,85% 0 T 
5 100% 100% 100% - 90,00% 0,09% 0% 4 T 
6 100% 100% 100% X 99,10% 0,06% 0% 6 B 
7 100% 100% 100% - 98,40% 0,08% 0% 5 B 
8 100% 100% 100% - 93,60% 0,07% 0% 4 T 
9 100%   100% 100% - 85,50% 0,04% 0% 4 T 
10 100%   100% 100% - 100% 0,12% 0% 5 B 
11 100%   100% 100% - 99,90% 0,02% 0% 5 B 
12 100%   100% 100% - 61,20% 0,06% 0% 4 T 
13 0% 0% 0% - 92,90% 0,06% 0% 1 T 
14 100% 100% 100% - 72,20% 0,01% 0% 4 T 
Jumlah keberhasilan indikator tingkat keberhasilan pencegahan dan pengendalain 
DBD 
Berhasil = 5 
Puskesmas, dan 
Tidak Berhasil = 9 
Puskesmas 
Keterangan : 
B = Berhasil, T = Tidak berhasil 
Cara penilaian setiap indikator tingkat keberhasilan pencegahan dan pengendalian 
DBD tersebut melalui lembar observasi penilaian berdasarkan teori Widoyono (2011), 
yang disertai adanya data pendukung dalam penilaian tingkat keberhasilan pencegahan dan 
pengendalaian DBD di Puskesmas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 
yang diperoleh pada saat penelitian tersebut. 
Tabel 6 menggambarkan bahwa sebagian besar Puskesmas tidak berhasil 
melaksanakan pencegahan dan pengendalian DBD dan hanya 5 Puskesmas yang berhasil, 
yaitu Puskesmas Mendawai, Puskesmas Kumpai Batu Atas, Puskesmas Teluk Bogam, 
Puskesmas Pangkalan Lada, dan Puskesmas Semanggang, dan Puskesmas tersebut 
dinyatakan berhasil apabila lebih dari 4 indikator berhasil dilaksanakan atau memiliki nilai 
sesuai dengan target keberhasilannya yaitu untuk indikator ABJ > 95%, dan indikator 
IR/CFR = 0%. Sehingga tingkat keberhasilan pencegahan dan pengendalian DBD di 
Puskesmas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan tidak berhasil (64,3%), 




Tabel 7. Tingkat Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian DBD di Puskesmas 
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 
 
 
Gambaran tingkat keberhasilan pencegahan dan pengendalian DBD di Puskesmas 
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 yaitu sebagaimana pada grafik pie 
di bawah ini: 
 
Gambar 1. Grafik pie tingkat keberhasilan pencegahan dan pengendalian DBD di Puskesmas 
Wilayah Kabupaten Kotawaringin barat tahun 2015 
3.2. PEMBAHASAN 
3.2.1. Gambaran Karakteristik Responden 
1) Gambaran Tingkat Pendidikan 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden paling banyak 
berpendidikan diploma (71,4%) yang terdiri dari diploma III Kesling 6 orang, 
diploma I Kesling 4 orang, dan diploma III perawat 10 orang. Sedangkan yang 
lain adalah berpendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) sebanyak 4 orang 
(14,3%)  dan berpendidikan sarjana (14,3%) yang terdiri dari sarjana diploma IV 
1 orang, sarjana kesehatan masyarakat 2 orang, dan pendidikan sarjana 
keperawatan 1 orang.  Tingkat pendidikan mempengaruhi kualitas pelaksanaan 
program pemberantasan yang dilakukan, dan berdasarkan ketentuan Kemenkes 
RI, bahwa pemegang program di Puskesmas harus memiliki tingkat pendidikan 
minimal diploma III dan memiliki kompetensi sesuai dengan program yng 
dijalankannya. 
Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 
program pemberantasan DBD adalah meningkatkan sumber daya manusia 
kesehatan dengan meningkatkan pendidikan terutama yang memiliki tingkat 
pendidikan sekolah perawat kesehatan dan diploma I menjadi pendidikan minimal 
diploma III sampai dengan sarjana strata I kesehatan masyarakat. 
2) Gambaran Pemegang Program 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa memegang program terdiri dari 
pemegang DBD (50%) dan memegang program  kesehatan lingkungan (50%). 
Pemegang program DBD yaitu melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan 
PE, surveilens DBD, dan lintas sektoral DBD. Sedangkan pemegang program 
Kesling yaitu melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan PSN rutin, PJB, 
dan Promkes DBD. 
Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 
program pemberantasan DBD dalam rangka menekan angka kesakitan dan angka 
kematian DBD, serta meningkatkan nilai ABJ higga lebih dari 95% adalah dengan 
menempatkan pemegang program DBD di Puskesmas sesuai dengan kompetensi 
pendidikannya yaitu epidemiologi kesehatan masyarakat, dan menempatkan 
Tingkat keberhasilan Jumlah (∑) Persentase (%) 
Tidak berhasil 9 64,3 
Berhasil 5 35,7 
Total 14 100,00 
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pemegang program Kesling di Puskesmas sesuai dengan kompetensi 
pendidikannya yaitu pendidikan minimal diploma III kesehatan lingkungan. 
3) Gambaran Lama Memegang Program 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden rata-rata lama memegang 
program selama 1 sampai 5 tahun (35,7%) yang merupakan pemegang program 
DBD sebanyak 6 orang dan kesehatan lingkungan sebanyak 4 orang. Sedangkan 
pemegang program 6 sampai 10 tahun (32,2%) merupakan pemegang program 
DBD sebanyak 2 orang dan pemegang program kesling sebanyak 7 orang, dan 
lebih dari 10 tahun (21,4%) yang merupakan pemegang program DBD sebanyak 3 
orang dan pemegang program Kesling sebanyak 3 orang, serta kurang 1 tahun 
(10,7%)  yang merupakan pemegang program DBD sebanyak 3 orang. Adanya 
waktu lama yang berbeda-beda dalam memegang program, hal ini dikarenakan 
adanya mutasi/perpindahan kerja dari Puskesmas lain dan rotasi dalam memegang 
program di Puskesmas. 
Upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan 
program pemberantasan DBD adalah dengan menetapkan pemegang program 
sesuai dengan kompentensinya dan tidak melakukan rotasi pada pemegang 
program tersebut ke program lain yaitu pemegang program DBD adalah yang 
memiliki kompetensi epidemiologi kesehatan masyarakat,  pemegang program 
kesehatan lingkungan adalah yang memiliki kompetensi kesehatan lingkungan. 
3.2.2. Hasil Penelitian Pelaksanaan Program Pemberantasan DBD 
1) Gambaran Hasil Wawancara dan Observasi Data SOP/Juklak/Juknis DBD 
dan PE 
a) Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksanakaan program 
pemberantasan DBD tidak dilakukan sesuai dengan Juklak/Juknis/SOP 
(71,4%). Observasi data menunjukkan bahwa sebagian besar data 
Juklak/Juknis/SOP tidak dimiliki oleh Puskesmas (71,4%). Hal ini dikarenakan 
kurangnya pengetahuan pemegang program DBD dan Kesling, sehingga belum 
memiliki kemampuan dalam melaksanakan program pemberantasan DBD 
sesuai dengan SOP/Juklak/Juknis yang ditetapkan Di samping itu, belum 
pernah diadakannya pelatihan DBD, bimbingan teknis dan evaluasi program 
kepada petugas pemegang program DBD dan Kesling. 
Upaya yang harus dilakukan adalah memberikan pelatihan tentang 
pelaksanaan program pemberantasan DBD kepada pemegang program DBD 
dan pemegang program Kesling serta melakukan evaluasi program dan 
bimbingan teknis kepada pemegang program pemberantasan DBD. Sehingga 
pelaksanaan program pemberantasan DBD dapat dilaksanakan berdasarkan 
SOP/Juklak/Juknis DBD sehingga sesuai dengan Kepmenkes RI. No. 581 
tahun 1992 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue. 
b) Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar PE dilakukan oleh 
responden (78,6%). Observasi data menunjukkan bahwa sebagian besar 
Puskermas memiliki data pelaksanaan PE dengan lengkap (78,6%). 
Pelaksanaan PE hanya 78,3% dikarenakan ada 3 Puskesmas yang tidak 
melaksanakan PE secara keseluruhan yaitu Puskesmas Madurejo, Puskesmas 
Kumai, Puskesmas Kotawaringin Lama. Hal ini dikarenakan beberapa kasus 
DBD dianggap kadaluarsa yaitu dilaporkan lebih dari 10 hari sehingga tidak 
dilakukan kegiatan PE, sehingga berdampak pada kegiatan PSN  dan AS pada 
pada saat PE yang tidak dilakukan. Adapun kasus DBD di Puskesmas Riam 
Durian yang ditemukan tidak dilaporkan ke memegang program DBD bidang 
PMK Dinkes  Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi dilaporkan melalui 
laporan Surveilens Terpadu Penyakit (STP) sehingga berdampak pada data 
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yang ada di bagian PMK Dinkes, dan kasus DBD yang terjadi di Puskesmas 
Riam Durian dianggap tidak ada. Mengenai FF yang tidak dilaksanakan di 
Puskesmas Mendawai dan Puskesmas KBA pada tahun 2015 karena tidak 
memenuhi kriteria untuk dilakukan FF. Adapun tidak adanya data kegiatan 
yang berhubungan dengan PE di beberapa Puskesmas (21,4%) dikarenakan 
pengaruh dari PE yang tidak dilaksanakan karena kasus kadaluarsa yaitu 
dilaporkan lebih dari 10 hari, sehingga juga berdampak tidak adanya data PSN 
pada saat PE (21,4%) dan tidak adanya data AS (21,4%) yaitu terjadi di 
Puskesmas Madurejo, Puskesmas Kumai, dan Puskesmas Kotawaringin Lama. 
Data PSN pada saat PE yang diobservasi adalah data jumlah rumah yang 
dilakukan PSN dan jumlah rumahnya yang seharusnya dilakukan PSN, dan 
data AS yang diobservasi adalah data jumlah rumah yang dilakukan AS dan 
jumlah rumah yang seharusnya dilakukan AS. Apabila data tersebut tidak ada 
atau tidak lengkap maka berakibat ketidakefektivitasan dalam pelaksanaan 
PSN pada saat PE dan AS saat pelaksanaan PE. Adapun observasi data FF 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan semua Puskesmas tidak memiliki data 
FF (100%). Hal ini dikarenakan pelaksana FF adalah Dinkes Kabupaten 
Kotawaringin Barat, sehingga pemegang program tidak memiliki data yang 
berhubungan dengan FF, di samping tidak dilakukan FF pada 2 Puskesmas 
yaitu Puskesmas Mendawai dan Puskesmas KBA karena tidak memenuhi 
kriteria untuk dilakukan FF. 
Upaya yang harus dilakukan berdasarkan Kepmenkes RI, dan Widoyono 
yaitu pentingnya meningkatkan kegiatan PE dalam upaya menanggulangi DBD 
sehingga tidak terjadi KLB dan sekaligus melakukan tindak lanjut berdasarkan 
hasil PE yang diperoleh seperti kegiatan PSN secara langsung, dan AS di 
rumah tersangka/penderita dan di rumah-rumah di sekitar kasus DBD dengan 
radius 100 meter, dan melaksanakan FF bila memenuhi kriteria FF yang 
ditetapkan. Dimana kegiatan PE selalu dilaksanakan setiap adanya kasus DBD 
yang ditemukan oleh Puskesmas atau dilaporkan oleh rumah sakit melalui 
pemegang program DBD Dinkes Kabupaten Kotawaringin Barat yang 
dilakukan dengan disertai adanya data/formulir lengkap yang berhubungan 
dengan kegiatan PE tersebut, termasuk melakukan pendataan jumlah rumah 
yang dilakukan PSN, jumlah rumah yang diabatisasi selektif, jumlah rumah 
yang dilakukan FF dan melakukan pendatan jumlah rumah yang seharusnya 
dilakukan PSN, diabatisasi selektif, dan dilakukan FF yang dilakukan dengan 
melibatkan unsur pemerintah kelurahan/desa dan masyarakat. Di samping itu, 
perlunya feedback/umpan balik terhadap pelaksanaan FF yang telah dilakukan 
oleh Dinkes dengan menginformasikan data jumlah rumah yang dilakukan FF 
dan jumlah rumah yang seharusnya dilakukan FF sehingga efektivitas 
perlindungan dengan PSN, AS dan FF dapat diketahui dan memiliki hasil yang 
maksimal. 
2) Gambaran Hasil Wawancara dan Observasi Data PSN Rutin dan Surveilens 
DBD 
a) Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar PSN rutin tidak 
dilakukan (85,7%), dan hasil observasi data menunjukkan bahwa data 
kegaiatan PSN rutin sebagian besar tidak dimiliki oleh Puskesmas (85,7%). Hal 
ini dikarenakan lemahnya koordinasi antara pemegang program DBD, Kesling 
dan pemegang program Promkes dalam kegaiatan advokasi kepada para 
stakeholders dan bina suasana serta pemberdayaan masyarakat dalam PSN-
DBD, dan adanya persepsi/pandangan beberapa responden bahwa kegiatan 
PSN-DBD adalah tanggung jawab kelurahan/desa yang memiliki wilayah, 
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sehingga PSN-DBD hanya dilaksanakan apabila diminta oleh pihak 
kelurahan/desa, termasuk kurangnya dukungan  pemerintah kelurahan/desa di 
beberapa Puskesmas. Demikian juga, PSN dengan pemberian bubuk abate 
secara massal kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja Puskesmas masing-
masing setiap 3 bulan sekali tidak dilaksanakan oleh sebagian besar responden, 
dan hanya 4 responden (14,3%) di 2 Puskesmas yaitu Puskesmas KBA dan 
Puskesmas Teluk Bogam yang melaksanakan kegiatan PSN-DBD secara rutin 
dan terjadwal setiap 1 bulan sekali dan pemberian bubuk abate secara massal 
setiap 3 bulan sekali, dan disertai adanya data jumlah rumah yang mendapatkan 
bubuk abate setiap 3 bulan sekali dan pemberian bubuk abate hanya dilakukan 
oleh kader Jumantik setiap bulan sekali dengan AS pada saat pemantauan 
jentik    
Upaya yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi 
lintas program antara pemegang program DBD, Kesling, dan  pemegang 
program Promkes dengan petugas Pustu/Poskesdes yang ada di kelurahan/desa 
untuk terjun langsung ke masyarakat dalam upaya melaksanakan PSN rutin 1 
bulan sekali, dan juga melaksanakan kegiatan lintas sektoral melalui 
peningkatan advokasi kepada stakeholders seperti kepala kelurahan/desa, tokoh 
agama atau tokoh masyarakat, PKK, kepala sekolah dan lain-lain agar terlibat 
dalam PSN rutin 1 bulan sekali dengan tujuan untuk memotivasi dan 
membudayakan masyarakat dalam PSN-DBD, dan juga supaya pemegang 
program DBD dan Kesling bersama-sama kader Jumantik untuk melaksanakan 
pemberian bubuk abate secara massal setiap 3 bulan sekali kepada seluruh 
masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas masing-masing tanpa ada 
satu rumah/bangunan pun yang terlewat. Di samping itu, perlunya penambahan 
kader Jumantik di beberapa Puskesmas yang memiliki jumlah penduduk yang 
tinggi seperti Puskesmas Madurejo, Puskesmas Kumai, dan Puskesmas Natai 
Palingkau serta meningkatkan kinerjanya dengan beban kerja 1 kader Jumantik 
dalam melakukan pemantauan terhadap 90 rumah/bangunan per 3 bulan dan 
disertai dengan data tentang pelaksanaan  PSN rutin yang dilakukan berupa 
jumlah rumah yang melaksanakan PSN dan jumlah rumah yang seharusnya 
melaksanakan PSN. 
b) Hasil wawancara pelaksanaan surveilens DBD menunjukkan bahwa sebagian 
besar kegiatan surveilens DBD secara rutin tidak dilakukan oleh responden 
(57,1%). Obsevasi data menunjukkan bahwa  secara keseluruhan Puskesmas 
tidak memiliki data kegiatan hasil surveilens terutama surveilens kasus (100%). 
Kegiatan surveilens rutin yang hanya (57,1%) ini dikarenakan sebagian besar 
responden adalah pemegang program DBD yang baru dengan lama memegang 
program yaitu kurang dari 1 tahun dan 1 sampai dengan 5 tahun, sehingga 
belum memiliki jadwal secara  rutin untuk melakukan kegiatan surveilens. 
Demikian juga data kegiatan surveilens secara rutin yang tidak dimiliki oleh 
seluruh pemegang program DBD di Puskesmas yaitu dikarenakan adanya 
kesenjangan, dimana pelaksana surveilens DBD yang seharusnya adalah 
pemegang program DBD akan tetapi kegiatan surveilens dan laporan 
surveilens dipegang oleh pemegang program surveilens penyakit secara umum 
di Puskesmas  
Upaya yang harus dilakukan untuk menjalankan kegiatan surveilens 
secara rutin adalah dengan malakukan koordinasi lintas program antara 
pemegang program DBD dan Kesling dengan pemegang surveilens penyakit 
secara umum untuk merencanankan dan melaksanaan kegiatan surveilens 
secara rutin dan terjadwal baik surveilens vektor, maupaun surveilens kasus 
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dan pelaporan  surveilens DBD dilakukan oleh pemegang program DBD secara 
khusus sehingga adanya data kegiatan surveilens DBD secara lengkap, di 
samping perlunya pelatihan, bimbingan teknis dan evaluasi program dari 
Dinkes Kabupaten Kotawaringin Barat. 
3) Gambaran Hasil Wawancara dan Observasi data PJB, Promkes DBD, dan 
Lintas Sektoral DBD 
a) Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan PJB secara keseluruhan tidak 
dilakukan oleh semua responden (100%), dan dari hasil observasi data 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan data tentang kegaiatn PJB reguler 3 
bulan sekali juga tidak dimiliki oleh Puskesmas. PJB secara reguler yang tidak 
dilaksanakan oleh seluruh responden di Puskesmas (100%) dan tidak adanya 
data PJB secara reguler yang dimiliki oleh Puskesmas, dikarenakan responden 
berpandangan bahwa dengan adanya pemantauan jentik oleh kader Jumantik 
setiap bulan berarti telah melaksanakan PJB reguler, yang kemudian dilakukan 
perekapan setiap 3 bulan sekali untuk menghitung ABJ dan HI dari hasil 
kegiatan kader Jumantik tersebut, sehingga PJB 3 bulan sekali tidak 
dilaksanakan dan berdampak tidak adanya data PJB reguler 3 bulan sekali di 
Puskesmas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. 
Upaya yang harus dilaksanakan adalah melaksanakan koordinasi lintas 
program antara pemegang program DBD dan pemegang program Kesling 
untuk melaksanakan kegiatan PJB berdasarkan teori yang ditetapkan yaitu 
melaksanakan PJB reguler bersama kader Jumantik setiap 3 bulan sekali di 
kelurahan/desa endemis dengan pengambilan sampel sebanyak 100 rumah per 
desa yang dilakukan dengan metode spiral atau secara zig-zag dan melakukan 
perhitungan ABJ pada setiap pelaksanaan PJB. 
b) Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan Promkes DBD  tidak 
dilaksanakan oleh semua responden secara rutin (100%), dan observasi data 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan Puskesmas tidak memiliki data 
tentang Promkes (100%). Hal ini dikarenakan kegiatan penyuluhan hanya 
dilaksanakan saat  terjadi kasus DBD saja,  dan secara keseluruhan kurangnya 
koordinasi lintas program antara pemegang program Kesling, pemegang 
program DBD dan pemegang program Promkes Puskesmas untuk 
melaksanakan program Promkes DBD secara rutin 1 bulan sekali, sehingga 
lemahnya kegiatan Promkes DBD yang dilakukan dan tidak adanya jadwal 
rutin pelaksanaan Promkes DBD setiap bulan. 
Upaya yang harus dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan 
petugas Promkes Puskesmas mengenai pelaksaanan Promkes DBD, dan 
membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan Promkes DBD secara rutin dan 
terjadwal disertai dengan adanya data pelaksanaan Promkes DBD yang 
dilakukan. Pelaksanaan Promkes DBD yang harus dilakukan meliputi advokasi 
kepada pemerintah kelurahan/desa, kader PKK, tokoh masyarakat, kepala 
sekolah dan lain-lain, di samping melakukan bina suasana dan pemberdayaan 
masyakat tentang PSN-DBD dan penyuluhan tentang DBD yang meliputi 
gejala awal penyakit DBD, pencegahan DBD, dan merubah perilaku 
masyarakat dalam pemberantasan DBD, serta  rujukan penderita.  
c) Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan lintas sektoral secara 
keseluruhan tidak dilakukan oleh semua responden (100%), dan hasil observasi 
data lintas sektoral DBD menunjukkan bahwa secara keseluruhan Puskesmas 
tidak memiliki data lintas sektoral DBD (100%). Kegiatan lintas sektoral  DBD 
yang dimaksud adalah di samping advokasi pemegang program DBD, Kesling, 
dan Promkes kepada pemerintah kelurahan/desa untuk melaksanakan penting 
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PSN dengan 3M plus kepada masyarakat, juga advokasi dalam upaya 
pembentukan Pokja DBD di semua level administrasi pemerintahan dari desa 
oleh kepala desa, kecamatan oleh camat, hingga kabupaten oleh 
bupati/walikota. 
Upaya yang harus dilakukan adalah melakukan koordinasi lintas program 
antara pemegang program DBD dan Kesling serta melakukan koordinasi lintas 
sektoral melalui kegiatan advokasi pentingnya pembentukan Pokja BDB di 
semua level adaministrasi terutama di kelurahan/desa oleh kepala 
kelurahan/kepala desa dan kecamatan oleh camat yang merupakan forum 
koordinasi pembinaan pelakasanaan program pemberantasan DBD dalam 
wadah tim pembina LKMD, sebagaimana yang diamanatkan oleh Kepmenkes 
no. 581/MENKES/SK/VII/1992 tentang pemberantasan penyakit demam 
berdarah dengue termasuk melakukan bina suasana untuk menggerakan sektor 
lain seperti tim pembina dan pelaksana UKS, tim penggerak PKK kecamatan, 
kepala sekolah dalam menyukseskan gerakan PSN-DBD secara rutin 1 minggu 
sekali secara serentak dan terjadwal serta berkesinambungan. 
4) Gambaran Pelaksanaan Keseluruhan Program Pemberantasan DBD di 
Puskesmas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 
a) Hasil wawancara pelaksanaan program pemberantasan DBD di Puskesmas 
Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan bahwa terdapat 3 
program yang tidak dilaksanakan oleh responden secara keseluruhan, yaitu 
pemantauan jentik berkala 3 bulan 1 kali (100%), Promosi kesehatan rutin 
DBD 1 bulan sekali (100%), dan lintas sektoral DBD dalam pembentukan 
Pokja DBD (100%), dan ada 4 program yang dilaksanakan oleh sebagian 
responden yaitu pelaksanaan program pemberantasan DBD yang sesuai dengan 
SOP/Juklak/Juknis DBD (28,6%), yaitu dilaksanakan oleh responden di 
Puskesmas Arut Selatan, responden di Puskesmas Kumai, respnden di 
Puskesmas KBA, dan responden di Puskesmas Teluk Bogam. Pelaksanaan 
program PE dari seluruh kasus DBD yang terjadi (78,6%), kecuali responden 
yang ada di Puskesmas Madurejo, Puskesmas Kumai, dan Puskesmas 
Kotawaringin Lama yang tidak melakukan karena alasan beberapa kasus DBD 
yang dilaporkan kadaluarsa yaitu lebih dari 10 hari sehingga kasus DBD tidak 
dilakukan kegiatan PE seluruhnya.  
b) Upaya yang harus dilakukan adalah melakukan bimbingan teknis, dan evaluasi 
program setiap 3 bulan sekali terhadap seluruh program pemberantasan DBD 
yang telah dilakukan  serta memberikan pelatihan kepada seluruh pemegang 
progam DBD dan Kesling oleh Dinkes Kabupaten Kotawaringin Barat yang 
meliputi pelaksanaan  program secara keseluruhan yang terdiri dari program 
penanggulangan berupa kegiatan PE dan tindak lanjut hasil pelaksanaan PE 
berupa kegiatan PSN, AS pada saat PE,  dan FF bila memenuhi kriteria FF, dan 
program pencegahan dan pengendalian yang meliputi kegiatan surveilens 
vektor dan kasus secara rutin dalam upaya melakukan SKD DBD, termasuk 
melaksanakan PSN rutin oleh Puskesmas dalam rangka untuk memotivasi dan 
membudayakan masyarakat dalam PSN-DBD, PJB reguler setiap 3 bulan 
sekali oleh petugas Puskesmas dan kader Jumantik, abatisasi massal setiap 3 
bulan sekali secara merata kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah 
kerja Puskesmas masing-masing, melaksanakan kegiatan Promkes DBD secara 
rutin melalui koordinasi lintas program dan lintas sektoral terutama melakukan 
advokasi dalam pembentukan Pokja DBD di semua tingkat adaministrasi mulai 
dari desa, kecamatan dan kabupaten. 
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5) Gambaran Tingkat Keberhasilan Pencegahan dan Pengendalian DBD di 
Puskesmas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 
a) Tingkat keberhasilan pencegahan dan pengendalian DBD di Puskesmas 
Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2015 menunjukkan bahwa ada 5 
Puskesmas yang berhasil dalam pencegahan dan pengendalian DBD (35,7%), 
yaitu Puskesmas Mendawai, Puskesmas Kumpai Batu Atas, Puskesmas Teluk 
Bogam, Puskesmas Pangkalan Lada, dan Puskesmas Semanggang, dan ada 9 
Puskesmas yang tidak berhasil dalam pencegahan dan pengendalian DBD 
(64,7%), yaitu Puskesmas Arut Selatan, Puskesmas Madurejo, Puskesmas 
Kumai, Puskesmas Natai Palingakau, Puskesmas Sungai Rangit, Puskesmas 
Pandu Senjaya, Puskesmas Karang Mulya, Puskesmas Kotawaringin Lama, 
dan Puskesmas Riam Durian. Dimana Puskesmas tersebut dinyatakan berhasil 
apabila lebih dari 4 indikator berhasil dilaksanakan atau memiliki nilai sesuai 
dengan target keberhasilannya yaitu untuk indikator ABJ > 95%, dan untuk 
indikator IR/CFR = 0%. Sehingga tingkat keberhasilan pencegahan dan 
pengendalian DBD di Puskesmas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 
sebagian besar tidak berhasil (64,3%), yaitu berdasarkan pada penilaian  
indikator pada tabel 5. 
 
4. PENUTUP 
4.1.   SIMPULAN 
1) Puskesmas yang memiliki Juklak/Juknis/SOP DBD, yaitu 4 Puskesmas yang meliputi 
Puskesmas Arut Selatan, Puskesmas KBA, Puskesmas Kumai, dan Puskesmas Teluk 
Bogam. 
2) Pelaksanaan program pemberantasan DBD di Puskesmas Wilayah Kotawaringin Barat 
yaitu terdapat 3 program yang tidak dilaksanakan secara keseluruhan oleh semua 
responden, meliputi pelaksanaan program PJB 3 bulan sekali (100%), pelaksanaan 
program Promkes DBD rutin (100%), dan pelaksanaan program lintas sektoral dalam 
upaya pembentukan Pokja DBD (100%). Dan terdapat 4 program yang dilaksanakan 
secara tidak sempurna oleh responden, meliputi pelaksanaan program pemberantasan 
DBD sesuai dengan SOP/Juklak/Juknis DBD (28,6%), pelaksanaan program PE 
keseluruhan kasus DBD (71,4%), pelaksanaan surveilens DBD (57,1%), dan pelaksaan 
PSN rutin 1 bulan sekali (14,3%). 
3) Data pelaksanaan program DBD tahun 2015 di Puskesmas Wilayah Kotawaringin Barat 
yaitu tidak lengkap sehingga dari 10 yang diobservasi, ada 4 data yang tidak dimiliki 
oleh Puskesmas secara keseluruhan yaitu data surveilens DBD (100%), data PJB 3 
bulan sekali (100%), dataPromkes DBD rutin 1 bulan sekali (100%), dan data lintas 
sektoral pembentukan Pokja DBD (100%). 
4) Tingkat keberhasilan pencegahan dan pengendalian DBD di Puskesmas Wilayah 
Kotawaringin Barat yaitu ada 9 Puskesmas yang tidak  berhasil (64,3%), dan 5 
Puskesmas yang berhasil (35,7%). 
5) Kendala atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program pemberantasan DBD 
adalah tidak dilaksanakannya bimbingan teknis dan evaluasi program setiap 3 bulan 
sekali oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat di seluruh Puskesmas yang 
ada di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, belum pernah dilaksanakannya 
pelatihan tentang DBD kepada pemegang program DBD dan Kesling, kurangnya 
koordinasi lintas program antara pemegang program DBD, pemegang program Kesling, 
pemegang program Promkes dan petugas surveilens tentang DBD dalam upaya 
pemberantasan DBD, termasuk kurangnya koordinasi antara petugas  Puskesmas dan 
Pustu/Poskesdes dalam pelaksanaan program pemberantasan DBD, serta kurangnya 
dukungan lintas sektoral dari pemerintah kelurahan/desa terutama di Wilayah 
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Puskesmas Arut Selatan, Puskesmas Madurejo, Puskesmas Kumai, Puskesmas Natai 
Palingkau, Puskesmas Sungai Rangit, Puskesmas Kotawaringin Lama dan Puskesmas 
Riam durian, belum dibentuknya Pokja DBD di semua tingkat administrasi termasuk di 
desa dan kecamatan, kurangnya kader jumantik di beberapa wilayah kerja puskesmas 
terutama di Puskesmas Madurejo dan Kumai yang memiliki  luas wilayah dengan 
jumlah penduduk lebih dari 40.000 jiwa.  
4.2. SARAN 
1) Bagi Puskesmas 
Supaya melaksanakan program pemberantasan DBD sesuai dengan Juklak/Juknis/SOP 
yang telah ditetapkan dalam Kepmenkes no. 581/MENKES/SK/VII/1992 tentang 
pemberantasan penyakit demam berdarah dengue, sebagaimana terdapat dalam lampiran 
17 pada skripsi ini, yaitu pelaksanaan PE PE dilakukan dengan data secara lengkap, dan 
melaksanakan tindak lanjut hasil PE berupa penyuluhan dan melakukan PSN, AS di 
rumah penderita/tersangka dan di rumah sekitarnya, dan FF bila memenuhi kritria 
dilakukan FF, sehingga efektivitas perlindungan dengan PSN, AS, dan FF dapat 
diketahui, termasuk melakukan PSN secara rutin kepada masyarakat minimal satu  
sebulan sekali dalam upaya memotivasi dan membudayakan masyarakat dalam PSN-
DBD melalui peningkatan advokasi kepada stakeholders, dan melakukan kegiatan 
surveilens DBD secara rutin baik surveilens kasus atau pun vektor dengan melakukan 
koordinasi lintas program antara pemegang program DBD, pemegang program Kesling, 
dan petugas surveilens penyakit secara umum Puskesmas. 
2) Bagi Tenaga Kesehatan dan Kader Jumantik 
Supaya melakukan kegiatan abatisasi massal secara merata kepada seluruh masyarakat 
di wilayah kerja Puskesmas 3 bulan sekali, di samping kegiatan AS oleh kader Jumantik 
setiap 1 bulan sekali, dan memberikan kartu hasil pemantauan jentik rumah/bangunan 
kepada seluruh KK dengan data yang lengkap, melakukan PJB 3 bulan sekali di 
kelurahan/desa endemis dengan sampel 100 rumah per kelurahan/desa, sebagai evaluasi 
PSN yang telah dilakukan masyarakat melalui perhitungan ABJ, dan meningkatkan 
kegiatan Promkes DBD secara rutin dan berkesinambungan melalui penyuluhan, 
advokasi kepada stakeholders terutam dalam memberdayakan masyarakat dalam PSN-
DBD, termasuk advokasi dalam upaya pembentukan Pokja DBD, termasuk 
meningkatkatkan kinerja kader Jumantik di masyarakat dengan beban kerja 1 Jumantik 
memantau 90 rumah/bangunan dalam 3 bulan (30 rumah/bangunan per bulan). 
3) Bagi Masyarakat  
Supaya ikut serta berperan aktif dan mendukung program pelaksanaan pemberantasan 
DBD dalam kegiatan PSN-DBD yang dilakukan secara rutin oleh Puskesmas setiap 1 
bulan sekali terutama tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna dan lain-lain untuk 
berpartisipasi dalam upaya pembentukan Pokja DBD  di semua tingkat adaministrasi 
terutama di desa oleh kepala desa, dan di kecamatan oleh camat yang merupakan forum 
koordianasi tempat pembinaan pelaksanaan program pemberantasan DBD. 
4) Bagi Pemerintah dan sektor lainnya 
Segera membentuk Pokja DBD di semua tingkat mulai dari desa oleh kepala desa dan 
kecamatan oleh camat  hingga kabupaten oleh bupati, sebagaimana yang diamanatkan 
Kepmenkes no. 581/MENKES/SK/VII/1992 tentang pemberntasan penyakit deman 
berdarah dengue yang terdapat dalam lampiran 17 skripsi ini, melaksanakan bimbingan 
teknis dan evaluasi program minimal 3 bulan sekali serta merencanakan pelatihan 
program pemberantasan DBD bagi pemegang program DBD dan Kesling di Puskesmas 
Wilayah Kabupaten Kotawaringin barat oleh Dinkes Kabupaten Kotawaringin Barat, 
melakukan advokasi kepada pembina dan pelaksana UKS, penggerak PKK Kecamatan, 




5) Bagi Peneliti Selanjutnya 
Supaya menyempurnakan penelitian yang yang telah dilakukan, terutama yang 
berhubungan dengan metode teknis pelaksananaan program pemberantasan DBD dan 
tingkat keberhasilan pencegahan dan pengendalian DBD, sehingga dapat memeberikan 
hasil dan arah yang lebih jelas dalam pelaksaanaan program pemberantasan DBD. 
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